
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH

TAHUN 2009 NOMOR 54

No. 06, 2009
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, daerah mempunyai
kewenangan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah di Sektor
Perhubungan untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud pada  huruf a di
atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3029 );

3. Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara  Nomor 3480 );

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 34  Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4046);

5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Tahun 2000  Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara     Nomor 4444);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun
1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara    Nomor 3137);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tetang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun  1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3527);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Sarana
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3259);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3530);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun  2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Maluku Tengah Nomor 10 Tahun
1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN
ORANG DAN IZIN TRAYEK .

BAB  I

KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Maluku Tengah.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang retribusi Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditunjuk oleh Bupati.
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6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan  Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Firma, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan dalam bentuk apapun, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,
Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga,
bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan organisasi atau badan.

9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang
termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tersebut.

11. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8
(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

12. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat
duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengangkutan bagasi.

13. Angkutan Penumpang Umum adalah Kendaraan bermotor yang disediakan orang atau badan
untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

14. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang
dan atau barang dengan kendaraan umum dijalan.

15. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil
bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan
tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.

16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

17. Retribusi Izin Operasi Angkutan Orang yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah
pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha
angkutan orang.

18. Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut
Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek
tertentu dalam wilayah daerah.

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan Izin Trayek.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menetukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk pelaku
tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data
dan/atau keterangan lainnya dalam rangak pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundangan retribusi Daerah.

23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk
mencari Data serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah terjadi serta menemukan tersangkanya.
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BAB  II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal  2

( 1 ) Dengan nama Retrubusi Izin Usaha Angkutan Barang, Angkutan Orang dan Izin Trayek
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau
badan yang menyediakan pelayanan angkutan pada satu atau beberapa trayek tertentu
dalam wilayah daerah Kabupaten Maluku Tengah.

( 2 ) Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha angkutan barang, angkutan orang dan izin
trayek.

( 3 ) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin usaha angkutan
barang, angkutan orang dan izin trayek.

BAB  III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal  3

Retribusi Izin Usaha Angkutan Barang, Angkutan Orang dan Izin Trayek digolongkan sebagai
Retribusi Perizinan tertentu.

BAB  IV

IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG

Pasal  4

Pengusahaan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat dilakukan oleh :

a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
b. Badan Usaha Milik Swasta;
c. Koperasi
d. Perorangan Warga Negara Indonesia

Pasal  5

(1). Untuk melakukan usaha angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib
memiliki izin usaha angkutan orang.

(2). Izin uasaha angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk
mengusahakan :

a. Angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
b.Angkutan tidak dalam trayek seperti angkutan dengan menggunakan Taksi, angkutan

sewa dan angkutan pariwisata;

(3) Izin Usaha Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada :

a. Pengusaha biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
b. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil

ambulance;
c. Kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
d. Kegiatan angkutan yang bersifat pelayanan kemasyarakatan;
e. Kegiatan yang bersifat pelayanan dengan angkutan sewa.

Pasal  6

(1) Permohonan izin usaha angkutan orang, izin usaha angkutan barang dan izin trayek
diajukan kepada Kepala Daerah.
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(2) Izin usaha angkutan dan izin trayek diberikan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).

BAB  V

I Z I N   T R A Y E K

Pasal 7

(1). Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, wajib
memiliki izin trayek;

(2). Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.

Pasal   8

(1). Pengusaha angkutan yang akan mendapat izin usaha angkutan dan izin trayek harus
memenuhi persyaratan dan kewajiban dalam usahanya.

(2). Persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan kemudian oleh
Kepala Daerah.

BAB  VI

IZIN INSIDENTIL

Pasal 9

(1). Izin Insidentil merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan atau orang pribadi yang
telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin
trayek yang dimiliki.

(2). Izin Insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang.

(3). Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas
Perhubungan untuk kendaraan yang melayani trayek angkutan kota dan angkutan
perdesaan.

BAB  VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin.

BAB  VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

(1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan izin usaha angkutan dan izin trayek yang dilalui serta
jenis angkutan dan kapasitas tempat duduk yang tersedia.
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(2). Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Izin Trayek sebagai
berikut :

A. RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN

No JENIS RETRIBUSI TARIF
1 2 3
1 IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG Rp.       500.000,-
2 IZIN uSAHA ANGKUTAN BARANG Rp.       500.000,-

B. RETRIBUSI IZIN TRAYEK

No JENIS ANGKUTAN KAPASITAS TEMPAT
DUDUK TARIF

1 2 3 4
1
2
3
4

MOBIL PENUMPANG
MOBIL BUS KECIL
MOBIL BUS SEDANG
MOBIL BUS BESAR

..... s/d 8   orang
9    s/d 16 orang
17  s/d  28 orang

Lebih dari 29 orang

Rp. 500.000,-
Rp. 750.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 1.500.000,-

No. DAYA ANGKUT T A R I F

1. Retribusi Izin operasi Angkutan Barang, dengan
Daya Angkut :
- s/d           700      Kg
701 - 1000      Kg
1001 - 3000      Kg
3001 - 5000      Kg
5001     ke atas

Rp. 500.000,-
Rp. 750.000,-
Rp. 1.000.000,-
Rp. 1.500.000,-
Rp. 1.750.000,-

Pasal   12

Selain besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang Izn Usaha Angkutan Barang dan Izin
Trayek ditetapkan pula biaya Jenis Formulir sebagai berikut :

FORMULIR-FORMULIR

No JENIS FORMULIR TARIF
1 2 3
1.
2.
3.
4.
5.

FORMULIR PERMOHONAN
FORMULIR KESANGGUPAN MEMATUHI ATURAN
FORMULIR KARTU PENGAWASAN
FORMULIR IZIN INSIDENTIL
REKOMENDASI

Rp.       5.000,-
Rp.       5.000,-
Rp.     15.000,-
Rp.     20.000,-
Rp.   250.000,-

BAB  IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Maluku Tengah.

BAB  X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal  14

(1). Masa Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan izin usaha angkutan barang adalah
Retribusi Izin yang dikenakan sekali untuk setiap kali penerbitan izin.
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(2). Izin usaha angkutan orang dan izin usaha angkutan barang berlaku selama perusahaan
masih menjalankan usahanya.

Pasal  15

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang
dipersamakan.

BAB  XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal  16

(1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan
dan SKRDBT.

BAB  XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal  17

(1). Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh
tempo.

(2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1), Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang
terutang;

(3). Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang.

BAB  XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  18

(1). Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

(2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRDBT.

(3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan
Kepala Daerah.

BAB  XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal  19

(1). Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan Sanksi
administrasi berupa denda sebasar 2 % (dua persen) setiap bulan dari  Retribusi yang
terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
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(2). Apabila Wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya, maka izin yang bersangkutan
dapat dicabut.

BAB  XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;

(2). Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;

(3). Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada
Wajib Retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau
kerusuhan;

(4). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala
daerah.

BAB   XVI

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PERANGSANG

Pasal   21

(1). Terhadap instansi pelaksana pungutan retribusi didalam peraturan ini diberikan biaya
operasional sebesar 5 % (lima persen) dan biaya perangsang sebesar 5 % (lima persen)
dari realisasi penerimaan.

(2). Tata cara dan besarnya penggunaan biaya operasional dan biaya perangsang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB   XVII

STANDARISASI TERMINAL DAN JALAN

Pasal   22

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa terminal dan jalan Pemerintah Daerah
wajib menyediakan fasilitas pendukung terminal dan jalan.

BAB  XVIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 23

(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah.

(2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;
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b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di
bidang Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan
dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak
Pidana dibidang retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di bidang
Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB  XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal  24

(1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4
(empat) kali Retribusi yang terutang.

(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB  XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  25

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Izin Trayek dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal  26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
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Pasal  27

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 28 Desember 2009

BUPATI  MALUKU TENGAH,

ttd

ABDULLAH TUSIKAL

Diundangkan  di  Masohi
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

A. RAHMAN SUKUR
NIP. 19551030 197708 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 06 TAHUN   2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah.

Dalam upaya mempercepat proses pembangunan otonomi daerah dimana dituntut
manajemen pelayanan umum sebagai repleksi dari penyelenggaraan Otonomi Daerah dan
adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri dibutuhkan sumber keuangan untuk membiayai
pelaksanaan otonomi daerah.

Kewenangan otonomi yang dimiliki Kabupaten berpijak pada perpaduan pelayanan umum
yang akan melahirkan perizinan dan retribus baik secara pengakuan maupun secara
penyerahan untuk peningkatan pelayanan umum pada satu sisi dan sisi lain dibutuhkan
peningkatan pendapatan daerah berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan
Daerah.

Bahwa bertitik tolak dari dasar pemikiran diatas dan demi peningkatan Pendapatn Asli
Derah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Retribusi
Izin Usaha Angkutan Orang dan Izin Trayek .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal  27 : Cukup jelas


